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ABSTRACT INFO ARTIKEL

This study aims to examine the effect of motor vehicle tax sanctions Diterima: 5 Mei 2021

and village samdong programs on motor vehicle taxpayer Direview: 12 Mei 2021
compliance in Gunungkidul. This research method uses descriptive Disetujui: 12 Juni 2021
primary data statistical methods using questionnaires. Terbit: 20 Februari 2022
The data used are primary data, the method used is multiple

regression analysis. The sampling technique used in this study is Keyword:

accidental sampling which is a accidental sampling technique that Motor vehicle tax sanctions;
is taxpayers who come directly to Gedangsari sub-district, rongkop Samdong Program; Taxpayer
and tanjungsari who are registered in the Samdong Desa program Ccompliance

and meet directly with researchers, and are deemed suitable to be

used as sources research data (Sugiyono, 2004; Rumiyatun, 2017)

with data acquisition of 100 data samples.

Regression test results show that motor vehicle tax sanctions have

a negative effect and the Samdong program has a positive effect on

motor vehicle taxpayer compliance in Gunungkidul.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib untuk Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
miliki unsur paksaan berdasarkan Undang — undang dan tidak mendapatkan imbalah secara
langsung serta untuk keperluan Negara khususnya kemakmuran Rakyat (UU No. 28 th 2007).
Pajak memiliki dampak sangat kuat terhadap perekonomian suatu Negara yaitu untuk membiayai
seluruh pembangunan Negara dan pengeluaran — pengeluaran Negara, selain itu pajak memiliki
dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sumber pendapatan daerah
pada sektor pajak yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak Bermotor (PKB) yakni pendapatan pajak
yang mempengaruhi meningakt atau tidaknya pendapatan daerah. Jika dilihat dari perkembangan
tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Gunungkidul seharusnya penerimaan pajak bisa
tetap optimal setiap tahunnya, karena pajak menjadi sumber penghasilan asli daerah yang
dampaknya cukup luas. Kurangnya tingkat kepatuhan mengenai pembayaran pajak motor menjadi

alasan tidak maksimalnya penerimaan pajak tersebut. Ketidakpatuhan tersebut dapat dipantau dari
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adanya penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Gunungkidul.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pembayaran Pajak kabupaten Gunungkidul
No Tahun Jumlah Penerimaan Prosentase
Wajib Pajak ~ Pembayaran Kenaikan/
Penurunan
1 2013 148.524 30.171.869.500
2 2014  160.672 32.410.164.300 7,41 %
3 2015  168.765 28.196.912472 12,99 %
4 2016  177.682 29.251.834.900 3,74 %
5 2017 187.216 56.351.347.600 92,6 %
6 2018 203.193 65.129.416.650 15,57 %

Sumber: Samsat Gunungkidul, Data diolah 2019

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 mengalami peningkatan
sebesar 7,41 %, tetapi saat tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12,99 %, pada tahun 2016
terjadi peningkatan 3,74 %, pada tahun 2017 mengalami kenaikan 92,6 %, dan pada tahun 2018
meningkat sebesar 15,57 %. Adanya penurunan total wajib pajak yang membayar pajak tersebut
menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu perlu adanya pengoptimalan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan
strategi yang dapat menaikkan jumlah pendapatan pada pajak kendaraan bermotor ini, yaitu dengan
upaya menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Amri (2015). Dalam penarikan pajak
kendaraan bermotor kantor Samsat (Sistem Manunggal Satu Atap) berperan sangat penting. Samsat
merupakan tempat pelayanan umum yang melaksanakan pendaftaran dan pengenalan kendaraan
bermotor. Pertumbuhan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terjadi kenaikan yang sangat pesat
terutama di Gunungkidul. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni
meningkatkan pendapatan asli daerah, namun pada kenyataannya justru banyak wajib pajak kendaraan
belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sehingga pemerintah tidak bisa
memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
kepatuhan dan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi wajib pajak membayar perpajakannya dan melakukan
membayar pajak dengan baik serta benar sesuai peraturan pajak yang berlaku (Ilhamsyah.dkk, 2016).
Kepatuhan mempunyai timbal balik sangat erat dengan penerimaan pajak. Jika kepatuhan dalam pajak
naik maka secara tidak sengaja pendapatan Negara dari sektor pajak akan naik, pembangunan semakin
baik dan rakyat semakin maju. Maka, untuk menaikkan kepatuhan mengenai pembayaran pajak
kendaraan bermotornya dipengaruhi beberapa faktor tertentu yaitu sanksi pajak kendaraan bermotor
serta adanya program Samdong Desa. Untuk lebih menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor sanksi pajak dibutuhkan guna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan yaitu sebuah syarat bahwa ketentuan
undang-undang yang bersangkutan dengan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi
(Mardiasmo,2011). Dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan mampu ditaati oleh wajib
pajak. Wajib Pajak akan melakukan kewajiban perpajakan jika merasa bahwa sanksi perpajakan akan
lebih maksimal merugikannya. Pemikiran teersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wardani & Rumiyatun (2017), Wardani & Azis (2017) dan Siregar (2017) yang menyatakan bahwa
sanksi pajak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Samsat mempunyai inovasi untuk
mengembangkan program baru pada pelayanan masyarakat publik. Unit pelayanan Samdong Desa ini
merupakan alternatif untuk upaya tersebut. Samdong dilatarbelakangi oleh kesulitan masyarakat
dalam membayar pajak karena faktor jarak dan minat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tujuan lain program Samdong Desa ini yaitu untuk memudahkan masyarakat membayar pajak
kendaraan bermotornya tanpa menggunakan calo atau jasa lainnya. Dengan adanya program Samdong
Desa yang bekerja sama dengan balai kecamatan atau Desa dapat memudahkan masyarakat dalam

membayar pajak karena jaraknya dekat dengan rumah tinggal mereka masing — masing sehingga dapat
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menimalisir wajib pajak yang tidak membayar pajaknya. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang
dilaksanakan oleh Pratiwi dan Irawan (2019), Dwipayana, dkk (2017) dan Masyhur H (2013 yang
menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1 Oktafianto & Pemahaman Wajib Pajak, Hasil dari penelitian
Wardani Kesadaran Wajib Pajak, dan menunjukkan bahwa variabel
(2015) Pelayanan Fiskus kepatuhan kesadaran, pemahaman wajib
wajib Pajak PBB pajak dan pelayanan fiskus
mempunyai terhadap kepatuhan
wajib pajak
2 Ariesta dkk Kesadaran (x1), sanksi (x2), Hasil penelitian memperlihatkan
(2017) sisem  administrasi  pajak bahwa pengetahuan wajib pajak,
modern  (x3), pengetahuan sanksi perpajakan dan kesadaran
korupsi (x4), dan tax amnesty  wajib pajak mempunyai pengaruh
(x5), kepatuhan  (y) wajib positif terhadap kepatuhan wajib
pajak di KPP Pratama pajak.
Semarang.
3 As’Ari & Pemahaman Peratuaran Hasil penelitian menunjukkan
Erawati (2018)  Perpajakan, Kalitas Pelayanan, bahwa pemahaman peraturan dan
Kesadaran Wajib Pajak dan saksi perpajakan berpengaruh

Sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di kecamatan Rongkop

positif dan signifikan terhadap
kepatuhan. Namun, pada kualitas
layanan  tidak  berpengaruh
terhadap Kepatuhan dan
Kesadaran juga tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak.

4 Annuar HAet  Tax service quality: the Kesimpulan dari penelitian ini
Al mediating effect of perceived adalah antara kualitas pelayanan
(2014) Ease of use of the Online Tax pajak dan persepsi kemudahan

system

penggunaan, memiliki hubungan
positif langsung.

5 Putra & Hidayat The Influence of Taxpayer Kesimpulan dari penelitian ini
(2018) compliance anda tax sanction adalah tentang kepatuhan wajib
on amnesty tax Pariticipation  pajak dan sanksi wajib pajak
memiliki pengaruh positif
terhadap partisipasi tax amnesty
6 Suyanto & The Influence of tax Kesimpulan penelitian ini adalah
Trisnawati awareness toward tax tentang kesadaran perpajakan
(2015) compliance of entrepreneurial berpengaruh  positif  terhadap
taxpayers and  celengan kepatuhan pajak kewirausahaan
padjeg program as a individu.
moderating variable (a case
study at the pratama tax office
of wonosari town)
7 Nisa & Aji Persepsi pelaksanaan sensus Hasil penelitian  menunjukkan
(2014) pajak nasional, Pengetahuan bahwa persepsi, pengetahuan
Peraturan, dan kesadaran peraturan  pajak,  kesadaran
terhadap kepatuhan wajib perpajakan berpengaruh
pajak di Daerah Istimewa signifikan positif ~ terhadap
Yogakarta kepatuhan wajib pajak
8. Wulandari & Pengetahuan Perpajakan, Hasil ini memperjelas bahwa
Suyanto Tingkat Pendidikan dn sanksi pengetahuan, pendidikan dan
2014 administrasi terhadap sanksi administrasi perpajakan
kepatuhan dalam melakukan berpengaruh signifikan terhadap
pembayaran PBB kepatuhan.

9 Rumiyatun &
Wardani
(2017)

Pengetahuan (x1), Kesadaran
(x2), sanksi (x3) dan sistem
samsat drive thru (x4)

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pengetahuan, kesadaran,
sanksi wajib pajak dan program
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
terhadap kepatuhan (y). samsat drive thru berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor
10 Wardani & Azis  Pengetahuan (x1), Kesadaran Hasil penelitian ini menunjukkan

(2017) (x2), dan program samsat bahwa pengetahuan, kesadaran,
Corner (x3) terhadap dan program samsat corner
kepatuhan (y). berpengaruh  positif  terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor

Kebaharuan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rumiyatun, 2017) yaitu
member tambahan mengenai variabel independen yakni program Samdong. Berdasarkan latar
belakang penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul
“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor, Sanksi Wajib Pajak kendaraan Bermotor dan Program SAMDONG di Gunungkidul”.
Program SAMDONG Desa perlu diteliti karena untuk membuktikan apakah inovasi pelayanan baru
dari Samsat ini berpengaruh positif dan menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau
tidak.

Theory Of Planned Behaviour

Teori ini mengembangkan dari teori TRA dengan menambahkan sebuah variabel kontrol
perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) dapat mempengaruhi minat dan perilaku
(Ajzen, 1991). Pada teori ini ada tiga faktor utama sebagai penentu dari minat, pertama yakni sikap
yang mencerminkan sejauh mana individu memiliki penilaian setuju atau tidak setuju untuk
melakukan perilaku. Kedua, faktor sosial yang juga disebut norma subyektif, mengacu pada tekanan
sosial yang dirasakan utuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Terakhir adalah kontrol
perilaku, yang mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku. Ajzen (1991)
menunjukan bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku dirasakan positif berkaitan dengan
minat tentang perilaku. Minat tentang perilaku demikian akan memprediksi perilaku yang sebenarnya
dari konsumen.

Theory of Planned Behavior (TPB) menerangkan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh
dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.
Sikap yang dihasilkan oleh individu terjadi disebabkan adanya niat untuk berbuat/ melakukan sesuatu.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Ariesta dkk (2017), Rahayu N (2016) menyatakan bahwa kepatuhan yakni sikap
wajib pajak dalam melakukan pemenuhan membayar pajak berdasarkan dengan peratuaran Undang —
Undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku disuatu Negara. Puspitasari & Wardani (2013)
dan Fajriyan dkk, (2015) mengatakan bahwa kepatuhan yakni dorongan sikap seseorang atau
sekelompok orang untuk berbuat sesuatu secara tepat waktu berdasarkan aturan yang berlaku.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi perpajakan adalah suatu aturan bahwa ketentuan
perundang — undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi
Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma pepajakan.
Dalam Undang — Undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi yakni administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi Administrasi yaitu kewajiban pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa
bunga dan peningkatan. sedangkan sanksi pidana yaitu ikatan atau penderitaan. Menurut Resmi
(2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang -
undangan perpajakan.
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Program Samdong Desa

Sistem SAMDONG “ Samsat Gendong” merupakan pelayanan yang mempermudah akses
pembayaran pajak secara cepat karena samsat ini diletakkan di masing- masing desa pelosok dan
juga bekerja sama dengan kecamatan (Sugito, staff SAMSAT Gunungkidul). Pengembangan
SAMDONG ini dilatarbelakangi oleh kesulitan masyarakat dalam membayar pajak dan mengantri di
samsat pusat. Untuk memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak di
gunungkidul disediakan “Samsat Gendong” Desa dibeberapa lokasi seperti Kecamatan Semugih
Rongkop, Kemiri dan Desa Hargomulya kecamatan Gedangsari (Sugito, staff SAMSAT
Gunungkidul)

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bemotor

Sanksi Perpajakan adalah faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak membayar pajak akan
dikenakan sanksi. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mengurangi dan mencegah
penunggakan pajak dan ketidak patuhan wajib pajak serta mendorong wajib pajak untuk
melaksanakan transaksi pajaknya Isyatir (2015), Wardani & Rumiyatun (2017).

Rahayu N(2016) menunjukkan bahwa sanksi yang tegas akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak.

Wulandari & Suyanto (2014) menyebutkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Erawati dan Parera (2017) menyebutkan bahwa sanksi
berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Namun pada penelitian Irianingsih (2015) menunjukkan
bahwa sanksi administrasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian
Wardani & Rumiyatun (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H: = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Sistem SAMDONG “Samsat Gendong” terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yaitu suatu sistem administrasi yang
dibuat agar mempermudah dan mengoptimalkan pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat
yang kegiatannya dilaksanakan di dalam satu gedung. Sistem SAMDONG “ Samsat Gendong” adalah
pelayanan yang mempermudah akses pembayaran pajak secara cepat karena samsat ini diletakkan di
masing- masing desa pelosok dan juga bekerja sama dengan kecamatan (Sugito, 2019).

Dengan adanya program SAMDONG ini akan membantu wajib pajak untuk memenubhi
kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, karena dalam program ini Samsat bekerjasama
dengan kecamatan desa — desa pelosok untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan
bermotor sehingga Wajib Pajak tidak malas untuk pergi dan antri di Samsat pusat. Jika Wajib Pajak
yang terdaftar dalam program ini semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat
dan penerimaan Negara juga meningkat sehingga peningkatan tersebut masyarakat dapat menikmati
hasilnya. Berdasarkan uraian dan teori diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H> = Program SAMDONG berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor

METODEPENELITIAN
Penelitian ini menguji pengaruh Sanksi pajak kendaraan bermotor dan program Samdong Desa
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Gunungkidul. Sifat Penelitian ini adalah
kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan penelitian yang dlandasi oleh perikiraan, kemudian
ditentukan variabel dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode — metode penelitian yang
valid terlebih pada penelitian kuantitatif (Sudjana & Ibrahim, 2001).
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah
Gunungkidul. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar
program samdong di Gunungkidul yaitu Sumugih, Rongkop, Kemiri dan Hargomulyo. Pengambilan
sampel diambil dengan menggunakan metode accidental sampling. .Accidental sampling adalah
teknik pengambilan sampel secara kebetulan yaitu wajib pajak yang datang langsung ke kecamatan
Gedangsari, rongkop dan tanjungsari yang terdaftar dalam program SAMDONG Desa dan bertemu
langsung dengan peneliti, serta dirasa cocok untuk dijadikan sumber data penelitian ( Sugiyono, 2004;
Rumiyatun, 2017).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda
sebagai alat untuk menguji nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel
dependen. Model regresi berganda bermaksud untuk menguji besar variabel dependen dengan data
variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Wardani & Rumiyatun,2017). Analisis regresi
berganda menunjukkan pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen
dengan model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

Y=o+ bl.X1+b2.X2+b3.X3+b4.X4+¢

Keterangan:

Y = Kepatuhan WP PKB

o = Konstanta

bl.b2.b3.b4 = koefisien korelasi

X1 = Pengetahuan Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor
X4 = Program SAMDONG

€ = Eror

Dalam analisis regresi linier berganda ada tida uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji signifikan
simultan (uji statistik F), Uji Signifikan parameter individual (uji statistic t) dan uji koefisien
determinasi (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dengan memperoleh jawaban langsung
dari responden melalui kuesioner. Penyebaran kuisioner dilakukan terhadap 100 responden.
Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan valid
dan reliabel. Berdasarkan uji normalitas maka dihasilkan bahwa semua data terdistribusi normal.
Berdasarkann uji multikolinieritas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah
multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance >10 dan VIF (Variance Inflation Factor)
<10. Uji asumsi klasik yang akhir yaitu uji heteroskesdasitas yaitu menyimpulkan bahwa penelitian
ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan variabel yang berada diatas 0,05.

Tabel 1.3
Hasil Persamaan Regresi dan Uji Hipotesis Parsial
Standardiz
ed
Unstandardized Coefficient
Coefficients S
Model B Std. Error  |Beta t Sig.
1 (Constant) 0.148 1.591 5.749 .000
Sanksi WP -.021 115 -.023 -.183 .855
Program 495 140 438 3.548 001
Samdong

Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB
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Pada penelitian ini uji hipotesis 1 yang diajukan yaitu sanksi pajak kendaraan bermotor. Hasil
Pengujian hipotesis 1 dengan t hitung -0.183 dengan tingkat signifikan 0,855, karena tingkat
signifikan lebih keil dari 0,05 maka hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi tidak
berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel sanksi pajak kendaraan
bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kemungkinan
disebabkan karena menurut wajib pajak sanksi yang diberkan tidak memberikan pengaruh untuk wajib
pajak patuh dalam membayar pajaknya, dan disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak
mengenai perpajakan serta dapat juga disebabkan faktor lain yaitu wajib pajak mengetahui saksi apa
yang akan diberikan namun masih tetap saja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini
sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung bertindak
sesuai dengan intense dan persepsi pengendalian melalui perilaku tertentu, dimana intensi ini
dipengaruhi oleh tingkah laku, norma subjektif dan pengendalian perilaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Irianingsih (2015),
Winerungan (2015) dan Eka M (2014) yang menyatakan bahwa sanski pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017), Wardani & Azis (2017, Supadmi & Rara(2016),
Siregar (2017), Rizal (2019) yang menyatakan bahwa pada variabel sanksi pajak terdapat pengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari uji hipotesis 2 yang diajukan yaitu program samdong dengan hasil penguian hipotesis 2
dengan t hitung 3.548 dengan tingkat signifikan 0,001 maka hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak
dan Hs diterima. Hal ini menyimpulkan mengenai variabel program Samdong berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya
program Samdong ini akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar
pajak kendaraan bermotor, karena dalam program ini samsat bekerjasama dengan kecamatan-
kecamatan dan desa — desa pelosok untuk mempermudah akses pembayaran pajak kendaraan
bermotor sehingga wajib pajak tidak perlu antri panjang dan malas untuk pergi ke samsat induk. Hal
ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa seseorang cenderung
berperilaku sesuai dengan intense serta anggapan pengendalian pada perilaku tertentu, pada intensi ini
dilandasi dengan tingkah laku, norma subjektif dan pengendalian perilaku. Hasil ini diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Irawan (2019) yang menyatakan bahwa sistem administrasi
perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden yang terdaftar program Samdong di
Gunungkidul. Berdasarkan olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan program Samdong berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini program samdong
berpengaruh positif untuk itu perlu adanya peningkatan untuk lebih banyak mensosialisasikan
program samdong terhadap masyarakat, agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Samsat Gunungkidul
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner langsung kepada
responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar program Samdong, hasil sebaran
frekuensi data untuk masing — masing variabel yang didapatkan pada hasil jawaban responden
maka dapat disimpulkan bahwa program samdong dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, untuk itu samsat gunungkidul
perlu meningkatan pengetahuan mengenai program tersebut dengan cara sosialisasi baik dengan
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media, datang ke sekolah ataupun dengan menggunakan reklame, agar masyarakat mampu
mengetahui kemudahan membayar pajak melalui program samdong.

2. Bagi Masyarakat
Berdasarkan uraian diatas maka dengan adanya kemudahan — kemudahan dalam membayar pajak
diharapkan masyarakat lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Bapak RT dan bapak RW yang
lebih dipercaya masyarakat harus lebih banyak mensosialisasikan kemudahan dalam membayar
pajak melalui program samdong, karena pengetahuan, kesadaran dan program samdong dalam
penelitian saya berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Dengan pengetahuan masyarakat yang
bertambah maka kesadaran akan meningkat dan masyarakat akan lebih patuh.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah
variabel diluar penelitan ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor seperti kualitas layanannya dan dapat juga mengembangkan penelitian seputar program
— program lain yang dikembangkan oleh kantor samsat seperti bajak sawah atau samades.
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